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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Proses Pendaftaran Peralihan dari Pemisahan Hak Guna Bangunan Induk 

ke Hak Guna Bangunan Perseorangan dalam Jual Beli Perumahan di 

Kabupaten Sleman setelah berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997 sudah 

dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 tahun 1997 

sehingga telah terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 

pemegang hak atas tanah.    

 2.  Hambatan-hambatan yang timbul dalam pendaftaran peralihan haknya, 

yaitu : 

a. kurangnya pemahaman pengembang perumahan mengenai PP Nomor    

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

b. kurangnya kesadaran pengembang perumahan mengenai PP Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

c. dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak semua petugas ukur 

memahami PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

B. Saran 

1. Perlunya peningkatan pemahaman hukum tentang Pendaftaran Tanah 

khususnya Pendaftaran Peralihan dari Pemisahan Hak Guna Bangunan, 

baik kepada warga masyarakat maupun pengembang, jika mendaftarkan 
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supaya diteliti dahulu masalah administrasinya jangan sampai ada 

kekeliruan terutama pada akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah. 

  2. Harus ada kerja sama antara Kantor Pertanahan dengan Kantor 

Pemukiman Sarana Wilayah (KIMPRASWIL) yang menerbitkan Site 

Plane, jangan sampai keluasannya tidak sama antara luas Site Plane 

dengan luas sertifikat Hak Guna Bangunan Induknya yang dapat 

menimbulkan masalah. 
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